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Pengampuan adalah sebuah penetapan yang diberikan terhadap seseorang yang tidak dapat mengurus
kebutuhan dan kepentingan dirinya sendiri sebagaimana mestinya, sehingga dianggap tidak cakap dalam
melakukan perbuatan hukum. Orang tersebut diharuskan untuk ditaruh di bawah pengampuan. Namun,
dalam pelaksanaannya, adanya sistem pengampuan masih sering disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu,
sehingga menyebabkan orang yang akan ditaruh di bawah pengampuan atau sedang berada di bawah
pengampuan terlanggar hak-haknya. Pengampuan diatur dalam Pasal 433 KUHPerdata. Namun, semenjak
adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU- X X/2022, pengampuan bagi orang-orang yang
mengalami kondisi dungu, sakit otak dan mata gelap, kini menjadi tidak lagi bersifat sebagai sebuah
keharusan, melainkan menjadi bersifat dapat, sepanjang ketiga kondisi tersebut tidak dimaknal sebagai
penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Penelitian ini menganalisis bagaimana
ketentuan-ketentuan penetapan Pengampuan yang sebelumnya diatur di dalam Pasal 433 KUHPerdata
berubah semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU- XX/2022 dan UU No. 17 Tahun
2023 tentang K esehatan. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal. Penelitian ini
akan menjelaskan kedudukan subjek hukum di bawah pengampuan berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum
Islam. Selanjutnya, akan terdapat analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-XX/2022 dan
permasal ahan-permasal ahan hukum baru yang timbul akibat adanya putusan tersebut. Kemudian, penelitian
ini akan membahas mengenal pengaturan pengampuan bagi Orang Dengan Gangguan Jwadi dalam UU No.
17 Tahun 2023, jika dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-XX/2022 dan UU
No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

...... ot take care of his own needs and interests properly and considered incompetent in carrying out legal
actions. The person is required to be placed under curatele. However, in its implementation, the existence of
the curatele system is still often misused by certain parties, causing people who are under curatele or are
currently under curatele to have their rights violated. Curatele is regulated in Article 433 of the Civil Code.
However, since the Constitutional Court Decision No. 93/PUU-XX/2022, curatele for people who
experience the conditions of dungu, sakit otak and mata gelap, is now no longer a necessity, but rather can
be, aslong as these three conditions are not interpreted as people with mental disabilities and/or intellectual
disability. This research discusses how the provisions for determining curatele previously regulated in
Article 433 of Civil Code have changed since the Constitutional Court Decision No. 93/PUU-XX/2022 and
Law no. 17 of 2023 concerning Health. This research was prepared using doctrinal research methods. This
research will explain the position of legal subjects under curatele based on Civil Law and Islamic Law.
Then, an analysis will be carried out of the Constitutional Court Decision No. 93/PUU-XX/2022 and new
legal problems that arise as aresult of this decision. Then, this research will discuss the regulation of
curatele for people with mental disordersin Law no. 17 of 2023, when compared with Constitutional Court
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Decision No. 93/PUU-XX/2022 and Law no. 18 of 2014 concerning Mental Health.



